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EDITORIAL
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Hukum
untuk
Scimua

Sungguh tak elok di mata
publik bila kasus yang
sebetulnya personal itu
akhirnya menyeret- nyeret
institusi.

DUTA

ENGHORMATAN dan kepatuhan terha-

dap proses penegakan hukum sejati-

nya ialah hakikat dari tujuan negara

ini untuk memuliakan daulat hukum.

Kukuhnya supremasi hukum, salah satunya,

akan disokong kesediaan seluruh warga negara

menghormati dan menaati proses penegakan
hukum.

Siapa pun itu, tak terkecuali elite-elite yang saat
ini berada di pucuk pimpinan negeri. Hal terse-
but perlu kita ingatkan lagi dengan berkaca pada
keriuhan yang kini terjadi dan hampir menguras
energi Republik ini terkait dengan kelanjutan
penanganan kasus megakorupsi KTP elektronik
(KTP-E), terutama adanya perseteruan antara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Setya
Novanto yang kian terlihat gamblang setelah pe-
netapan tersangka untuk kedua kalinya terhadap
Ketua DPR RI tersebut. :
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Keinginan dan kebutuhan KPK untuk me-
meriksa Novanto, baik sebagai saksi maupun
sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-E,
‘terus menemui jalan buntu. Macam-macam alasan
berulang kali dilontarkan pihak Novanto, terutama
melalui kuasa hukumnya, untuk menghindari pe-
meriksaan.

Puncaknya ketika pada Rabu (15/11) malam tim
penyidik KPK ingin menjemput paksa ke kediaman
Novanto karena telah mangkir dari pemanggilan
siang harinya, Ketua Umum Partai Golkar itu meng-
hilang. Ia dengan sesadar-sadarnya telah memilih
tak mematuhi proses hukum dan memilih untuk
menghindar.

Padahal, Novanto sejatinya hanya punya satu
pilihan, yakni mengikuti proses itu dan bukan
melawannya. Seperti halnya mayoritas rakyat
Indonesia, ia pasti juga ingin perkara yang me-
-nyeretnya itu selekasnya berujung
pada kepastian. Untuk mendapatkan
kepastian, hanya satu pilihan pula bagi
Novanto, yaitu menghormati dan mematuhi
pres@s hukum

1% M e “hukumlah ia bisa menempuh be-
Tagam cara huﬁmqyntuk membuktikan dirinya
tidak bersalah ‘Bilagmemang tuduhan yang
“diterimanya dirasa mengada-ada, melalui jalur
lahwINoOvanto mestinya harus memberi
rakyat bahwa kasus yang menimpanya
mengada-ada.

Pada satu sisi, Kite isa mencatat ‘perlawanan’
yangsdilakukan Novanto tersebut menunjukkan
bahwa ia pemimpin yang telah gagal memberi-
kan keteladanan secara maksimal. Kita tak boleh
lupa Novanto ialah pemimpin lembaga legislatif
yvang terhormat, yang mestinya menjadi teladan
dalam upaya penghormatan terhadap institusi
dan proses hukum.

Namun, pada lain sisi, kita mesti ingatkan juga
kepada KPK agar tak terlalu terhanyut oleh ambisi
dan desakan publik untuk segera menangkap No-
vanto. Memuliakan hukum bukan cuma berlaku
bagi pelaku pelanggaran hikum, melainkan juga
bagi penegak hukum. KPK tetaplah bekerja di jalur
dan norma hukum yang ada dengan cara yang
elegan, tak perlu mengumbar nafsu untuk men-
dapatkan simpati rakyat.

Yang terlihat saat ini KPK justru seperti terpan-
cing oleh perlawanan-perlawanan yang dilancar-
kan kubu Novanto. Posisi Novanto sebagai Ketua
DPR RI sepatutnya juga menjadi perhatian KPK
karena jangan sampai tindakan kurang hati-hati
KPK justru akan membawa perseteruan baru di
antara dua lembaga tersebut.

Sungguh tak elok di mata publik bila kasus
yang sebetulnya personal itu akhirnya menyeret-
nyeret institusi. Kalau hendak memuliakan daulat
hukum, kita mestinya hormati hukum untuk
menjalankan prosesnya secara wajar. Proses
hukum tak boleh dikangkangi, tapi juga jangan
didramatisasi.
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